Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANIE NUGRAHENI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK . 626261
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 546.400.000

1. Tanah Seluas 732 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp.
146.400.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1998, WARISAN Rp. 3.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3.  MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV A/T Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

4. MOTOR, YAMAHA AEROX ALFA CYBERCYTY Tahun 2025,
HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -—--

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 693.400.000

. HUTANG Rp. 15.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 678.400.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DANI KUSWORO
2. Jabatan : KEPALA BALAIBESAR
3. NHK . 833845
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.313.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 813.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/165 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000
1. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOTOR, HONDA PCX150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 555.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 31.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 69.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000
Sub Total Rp. 2.008.000.000
. HUTANG Rp. 860.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.148.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama o IKA WAHYU WIJAYANTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 1001104
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 624.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/150 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, Rp. 624.240.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 299.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ST WAGON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

115.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 323.214.949
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.346.454.949
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.346.454.949
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ILHAM KARUNIA RITONGA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000361
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 290.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000

1. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

29.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.837.643
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 336.837.643
. HUTANG Rp. -=--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 336.837.643
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RAHMANIA SIDRA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK . 465159
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOTOR, HONDA CIM02N41L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.991.241

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 959.991.241

. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 559.991.241
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RASIYATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 119610
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 674 m2/46 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.200.000
1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 98.311.581

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 702.861.581

. HUTANG Rp. 121.981.394

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 580.880.187
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAMRATULANGI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 1001075
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA DREEZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC METIK Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.877.432

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 817.877.432

. HUTANG Rp. 473.942.736

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 343.934.696
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YULIATI WAHYU SETYORINI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK . 218893
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 236.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/236 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 236.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 173.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 64.021.709
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 599.421.709
lll. HUTANG Rp. o
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 599.421.709
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



